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BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NCOMCR 224 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

=

Me'rgimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam asal 11 Rancangan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang.
: . DPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturé&a Bupati

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I dalam wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Bara{ dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tshun 1958

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
#.31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Mcgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2603

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
64835);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2614 Nomor 2:}4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan ndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
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ii.

12.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Umo.me sebagaimana telah &Svmwv dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Huonmﬁchb Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun® 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anzgaran

2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
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16.
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18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang ‘l'ata Cara kvaluasi mancauga reiaiulain vderan
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 525);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahunm 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018,
Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan .mw.m_ma.m Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Nncmb.mmb Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN BUPATI MANGGARAI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yvang dimaksud dengan:

: 0
2
3.

“

9.

Daerah adalah Kabupaten Manggarai.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Manggarai.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Manggarai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Manggarai.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang yang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan
penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah adalah semmua Pengeluaran dari RKUD vang tidak perlu diterima kemkbali cleh QWQ.mﬁ dan penerimaan lainnya

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Surplus adaiah selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam APBD dimana anggaran pendapatan daerah lebih

besar dari anggaran belanja daerah;
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali

baik pada tahun anggaran berkenanan maupun tahun anggaran sebelumnya;
Pendapatan Transfer adzlzh dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya serta dirinci menurut cbvek,

rincian obyek dan sub rincian obyek yang terdiri dari Dana Transfer Umum, Transfer Antar Daerah dan Lain-Lain Pendapatan.
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10. Belanja Operasi adalah Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintan vaeran yang mcmiucil maniaat jangka
pendek meliputi Belanja Pengawai, Belanja Barang dan jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan

Sosial.
11. Belanja Modal adalah Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dan memenuhi kriteria

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dan batas minimal

Akapitalisasi aset tetap.
12. Belanja Tidak Terduga adalah Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi

sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
13. Belanja Transfer adalah Pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
Pasal 2

Rancangan Total Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rpl.312.348.777.815,-

bertambah sebesar Rp16.605.117.845,- sehingga menjadi Rp1.328.953.895.660,- dengan rincian sebagai berikut :
of

1. Pengapatan Daerzah
Rp1.299.348.777.815,-

a. Semula
Rp 2.381.125.702,-

b. Bertambah/(berkurangj
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

Rpi.301.729.903.317,-

2. Belanja Daerah
a. Semula
b. Bertambah/(berkurangj
Jumlah belanja daerah setelah perubahan

Rp1.253.957.473.467,-
Rp  16.605.117.845,-

Rpl1.270.562.591.312,-
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. Lampiran iV

t

. Lampiran V

N

. Lampiran VI
. Lampiran VII

~]

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan soslal LETUpPA Uil ¥ailg UILCI LA SCila ONC U poinucss
bantuan sosial.

Daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum berupa uang yang diterime
serta SKPD pemberi bantuan keuangan.

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil.

Rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintaha Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas zlam/tambahan dbn minyak dan gas bumi
menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelcmpok, jenis, objek, da
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiata
akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah pada daerah perbatasan dalam rancangan Perkada tentang penjabaran APBD deng

program prioritas perbatasan negara.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksana:

anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
: Ditetapkan di Rut

ada tanggal, 17 Sqptember 2024

Diundangkan di Ruteng
- padgtense mu 20 September 2024
7 BEKRETARIN fPATEN MANGGARAI,
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Kepala Bagian Hukum 1 \ .~
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